
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:   

1. Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. setiap kenaikan pajak 

daerah sebesar satu  juta rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar 

24.937  juta rupiah. 

2. Secara parsial variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Setiap kenaikan retribusi 

daerah  sebesar satu juta rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar 

161.266 juta rupiah 

3. Secara parsial variabel lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Setiap kenaikan 

lain-lain PAD yang sah sebesar satu  juta rupiah diprediksi akan menaikkan belanja 

daerah sebesar 15.631 juta rupiah.  

4. Secara simultan komponen pendapatan asli daerah yaitu variabel  pajak daerah, 

retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap 

belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi 

menunjukan sebesar 98.1% perubahan belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

selama periode 2008-2012 dipengaruhi oleh komponen PAD yang terdiri dari pajak 



daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh Kabupaten 

Gorontalo Utara.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut 

:   

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus 

dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber - sumber pendapatan asli daerah 

terutama pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah juga lain-lain 

PAD  dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri. Semakin 

meningkat penerimaan  pendapatan asli daerah tentunya akan dapat dalam 

membiayai belanjanya sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap 

pemerintah pusat.   

2. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini,  oleh sebab itu 

diperlukan penelitian lain dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kurun waktu 

yang lebih besar. Agar penelitian ini lebih jelas dan lebih lengkap, sebaiknya 

penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan juga lain-lain PAD 

juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap belanja 

daerah  pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 
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